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Abstrak 

Perubahan iklim telah menjadi isu utama pada keberlangsungan lingkungan hidup. Berbagai 

dampak yang timbul akibat perubahan iklim antara lain kenaikan suhu muka bumi, perubahan musim tanam, 

perubahan cuaca dan berbagai dampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan telah menginisiasi gerakan nasional berupa Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk 

merangsang masyarakat dalam meningkatkan ketahanan perubahan iklim. Di Kabupaten Magelang 

keberadaan ProKlim juga berperan pada perwujudan smart city yakni melalui dimensi smart environment. 

Pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat di Kabupaten Magelang memberi andil pada 

proses terjadinya perubahan iklim. Desa Sambak di Kecamatan Kajoran adalah satu-satunya desa di Kab. 

Magelang yang mendapatkan penghargaan ProKlim tingkat lestari di tahun 2021. Tujuan penelitian adalah 

untuk menelaah kebijakan smart environment berbasis resiliensi perubahan iklim di Kabupaten Magelang 

dengan menyertakan Desa Sambak sebagai kasus di dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan perolehan data melalui interview, observasi dan studi 

pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart environment Kabupaten Magelang dapat diwujudkan 

melalui ketahanan yang berkelanjutan dari tingkat lokal dan dukungan kebijakan yang mengakomodir upaya 

resiliensi perubahan iklim. 

 

Kata Kunci: perubahan iklim, smart environment, resiliensi, kampung iklim, ketahanan 

Abstract 

 Climate change has a variety of effects, including an increase in the earth's temperature, changes 

in planting seasons, changes in weather, and numerous impacts on the order of people’s lives. The Ministry 

of Environment and Forestry has initiated a national movement in the form of the Climate Village Program 

(ProKlim) to stimulate communities in increasing climate change resilience. Climate Village Program 

(ProKlim) in Magelang Regency contributes to the construction of a smart city through the dimensions of 

smart environment. Population growth and lifestyle changes in Magelang Regency contribute to the climate 

change process. Sambak Village in Kajoran District is the only village in Magelang Regency to receive the 

ProKlim Lestari level award in 2021. The purpose of this study was to investigate the Magelang Regency's 

smart environment policy based on climate change resilience by including Sambak Village as a case in the 

implementation of the policy. A case study was used, as well as data collecting through interviews, 

observation, and a literature review. The findings demonstrated Magelang Regency's smart environment can 

be accomplished through local resilience and policy support that accommodates climate change resilience. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu fenomena yang memberi 

andil penting dalam mempertimbangkan 

upaya penataan kota adalah perubahan iklim 

dunia. Perubahan iklim merupakan fenomena 

berubahnya iklim yang disebabkan langsung 

maupun tidak langsung dari aktivitas 

manusia.  Meningkatnya bencana 

hidrometeorologi di Indonesia sendiri 

dipengaruhi oleh perubahan iklim yang 

terjadi dan konsekuensi dari kerentanan. 

Kabupaten Magelang merupakan salah satu 

kabupaten di Jawa Tengah yang berkaitan 

dengan bencana dan kerentanan iklimnya 

termasuk ke dalam kategori resiko bencana 

tinggi untuk segala jenis bencana. Hal 

tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi 

morfologi, geologi dan hidrologi wilayahnya. 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Magelang selama kurun waktu tahun 2016-

2020 juga cukup fluktuatif dengan 

kecenderungan meningkat. Berdasarkan data 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Magelang, rata-rata pertumbuhan 

penduduk yakni sebesar 2,58% per tahun. 

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap 

pemanfaatan sumber daya alam yang ada. 

Kondisi topografis dan demografis ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah 

daerah dalam menerapkan kebijakan 

resiliensi bencana yang disebabkan 

perubahan iklim. Oleh sebab itu, suatu 

daerah harus mampu menciptakan dan 

meningkatkan kapasitas dalam menghadapi 

perubahan atau guncangan agar dapat terus 

bertahan di masa depan. Ketahanan suatu 

wilayah akan memberikan dampak yang 

signifikan bagi keberlangsungan kondisi 

lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.  

Peran aktif Indonesia dalam 

mengendalikan laju kenaikan suhu bumi 

telah ditransformasikan dalam bentuk 

kegiatan bersama dengan para pemangku 

kepentingan melalui pendekatan yang cerdas 

dan strategis. Program Kampung Iklim 

(ProKlim) yang diinisiasi oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

pada tahun 2011 adalah gerakan nasional 

pengendalian perubahan iklim berbasis 

masyarakat, dan salah satu langkah strategis 

pemerintah dalam membumikan isu global 

terkait perubahan iklim menjadi aksi bersama 

di tingkat lokal. Desa Sambak di Kecamatan 

Kajoran merupakan satu-satunya desa di 

Kabupaten Magelang yang menerima 

penghargaan ProKlim kategori lestari di 

tahun 2021. Keberadaan ProKlim turut 

memberi andil dalam meningkatkan resiliensi 

perubahan iklim serta pencapaian prioritas 

pembangunan Kabupaten Magelang yang 

tertuang dalam dasa cita (10 program 

prioritas) ke tujuh yakni lingkungan hidup. 

Sementara itu, aspek lingkungan ini menjadi 

salah satu indikator bahwa suatu daerah 

mampu mengimplementasikan program-

program strategis dan cerdas pada tingkat 

lokal yang sejalan dengan konsep smart city 

pada dimensi smart environment Kabupaten 

Magelang.  

Smart city dengan resiliensi sendiri 

memiliki keterkaitan hubungan dalam 

muatan visi yang ingin dicapai. Papa dkk 

(2015) mengungkapkan bahwa visi dari kota 

yang tangguh atau resilien adalah munculnya 

upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kota dalam 

menanggapi beragamnya faktor tekanan 

seperti iklim, lingkungan, energi dan 

ekonomi, dengan tujuan akhirnya adalah 

untuk memastikan kualitas hidup yang lebih 

tinggi dan pembangunan perkotaan yang 

berkelanjutan. Dari visi resiliensi tersebut 

ternyata beriringan dengan visi dari konsep 

smart city yang bertujuan untuk menciptakan 

kualitas hidup yang lebih baik, pembangunan 

yang berkelanjutan, dan memperbaiki 

kondisi lingkungan (Caragliu et al., 2011; EU 

Commission, 2012; IEEE, 2014). Dipertegas 

oleh Desouza, Flanery (2013) dalam Arafah 

& Winarso (2017) yang menyatakan kaitan 

smart city dengan resiliensi bahwa ketika 

sebuah kota dianggap cerdas maka resiliensi 

itu menjadi hal yang penting di dalamnya. 

Maka dari itu, Arafah & Winarso (2017) 

berpendapat bahwa konsep resiliensi 

merupakan faktor kunci dalam perencanaan 

smart city.  

Upaya optimalisasi perwujudan 

smart environment dan prioritas 

pembangunan di Kabupaten magelang 

membutuhkan peranan lokal (grassroot) 

yang lebih paham akan kondisi di masing-

masing wilayahnya. Aksi lokal atau inisiatif-

inisiatif di tingkat desa ini berperan penting 
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dalam optimalisasi efektivitas kegiatan 

terkait perubahan iklim serta pembangunan 

ketangguhan dari akar. Desa Sambak dapat 

menjadi lesson learned bagi desa-desa 

sekitarnya dalam upaya pembangunan 

ketangguhan perubahan iklim dan menjadi 

strategi dalam optimalisasi perwujudan 

pembangunan smart environment di 

Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menguraikan 

telaah atau review pada kebijakan smart 

environment berbasis resiliensi perubahan 

iklim di Kabupaten Magelang. Dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan secara praktis bagi 

pemerintah daerah dalam pengambilan 

kebijakan dan bagi daerah lain dalam upaya 

membangun ketangguhannya. Secara teoritis 

penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya 

konsep resiliensi perubahan iklim di tingkat 

lokal, serta pengembangan konsep hubungan 

smart environment dengan ketangguhan 

masyarakat. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan 

metode studi kasus.         Adapun pemilihan 

studi kasus dalam penelitian ini didasarkan 

oleh beberapa pertimbangan seperti yang 

diungkapkan Yin (2009), antara lain: a) 

peneliti tidak memiliki kontrol atau kendali 

terhadap proses penelitian, dan b) masalah 

penelitian bersifat kontemporer dan masih 

menjadi isu global. Resiliensi atau ketahanan 

perubahan iklim dan optimalisasi perwujudan 

smart environment masih menjadi perhatian 

atau prioritas bagi pemerintah. Hal tersebut 

sesuai dengan persyaratan penelitian studi 

kasus yang mengangkat kasus kontemporer 

yakni yang menyangkut kehidupan sehari-

hari. 

Pemilihan kasus ditujukan sebagai 

batasan pada wilayah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini batasan wilayah terdiri dari dua 

yakni Kabupaten Magelang dalam 

pelaksanaanya pada kebijakan smart 

environment dan resiliensi perubahan iklim, 

dan Desa Sambak Kecamatan Kajoran 

sebagai lokasi ProKlim. Desa Sambak telah 

berhasil melaksanakan ProKlim secara 

berkesinambungan di Kabupaten Magelang. 

Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di 

wilayah administratif paling rendah setingkat 

rukun warga atau dusun dan paling tinggi 

setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah 

yang masyarakatnya telah melakukan upaya 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara 

berkesinambungan. Pada tahun 2017 Desa 

Sambak telah meraih ProKlim Utama dan 

pada tahun 2021 memperoleh pengharagaan 

ProKlim Lestari. Desa Sambak memiliki 

konfigurasi berupa pegunungan dengan 

ketinggian antara 438 – 750 meter di atas 

permukaan laut (MDPL), sehingga tergolong 

dalam dataran tinggi. Pertumbuhan ekonomi 

di Desa Sambak didominasi oleh sektor 

pertanian dan perkebunan, yang membuat 

masyarakatnya bergantung pada keberadaan 

lahan. Kondisi desa yang merupakan dataran 

tinggi membawa kerentanan berupa tanah 

longsor dan banjir. literatur terlebih dahulu 

kemudian mengumpulkan data-data dari 

instansi terkait baik dari pemerintah desa 

maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

dan menggali informasi melalui wawancara 

mendalam serta observasi lapangan. Maka 

sumber data dalam penelitian merupakan 

data sekunder dan primer. Adapun teknik 

analisis data dilakukan secara kualitatif 

dengan menceritakan atau mendeskripsikan 

hasil wawancara dan informasi yang 

ditemukan di lapangan. Data-data sekunder 

dan kajian literatur digunakan untuk 

menguatkan informasi yang diperoleh. 

 

HASIL 

Hasil dalam penelitian ini akan 

menguraikan telaah atau review dari 

kebijakan smart environment dan resiliensi 

perubahan iklim di Kabupaten Magelang. 

Telaah kebijakan smart environment berbasis 

resiliensi perubahan iklim dilakukan dengan 

menyandingkan aspek muatan berupa visi, 

misi, isu strategis, program dan substansi 

pada dokumen perencanaan dan landasan 

hukum yang ada di Kabupaten Magelang. 

Penyelenggaraan smart environment dan 

lingkungan hidup di Kabupaten Magelang 

tertuang dalam dokumen perencanaan 

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) Tahun 2019-2024 dan 

Masterplan Smart City. Sementara itu, 

landasan hukum terkait lingkungan hidup 

dan perubahan iklim dalam implementasi 
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ProKlim tertuang dalam Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2016 dan Instruksi Bupati 

(Inbup) Nomor 1 dan 2 Tahun 2019. 

Penyelenggaraan ProKlim mengacu pada 

Peraturan Menteri LHK No 

P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang 

Program Kampung Iklim, dimana di 

dalamnya terkandung komponen utama, 

syarat pengusulan, penilaian dan kategori 

ProKlim. 

 

 
Gambar 1 Timeline Landasan Hukum 

Penyelenggaraan ProKlim di Kab. Magelang 

Sumber: Analisis Penulis, 2022 

Kabupaten Magelang menetapkan 

program prioritas pembangunan yang 

dituangkan dalam Dasa Cita Kabupaten 

Magelang, yang terdiri dari 10 program 

prioritas. Urusan lingkungan hidup 

merupakan bagian dari 10 program prioritas 

(Dasa Cita) seperti yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 

Tahun 2019-2024 yakni melalui peningkatan 

kualitas lingkungan hidup dengan konservasi 

untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan 

dengan prioritas pembangunan di Kabupaten 

Magelang, program smart city Kabupaten 

Magelang salah satu fungsinya adalah 

melakukan percepatan pembangunan daerah 

yang selaras dengan dasa cita. Salah satu 

dimensi yang memiliki sasaran mewujudkan 

tata kelola lingkungan yang baik, 

bertanggung-jawab, dan berkelanjutan adalah 

smart environment. Strategi yang 

dikembangkan untuk mewujudkan smart 

environment merupakan penjabaran untuk 

mewujudkan misi “Meningkatkan Daya 

Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi 

Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian 

Lingkungan Hidup”, yang digambarkan 

dengan bagan hubungan visi misi Kabupaten 

Magelang dengan smart city di bawah ini,  

 
Gambar 2 Hubungan Visi Misi Kabupaten 

Magelang dengan Dimensi Smart City 

Sumber: Masterplan Smart City Kabupaten 

Magelang, 2017 

 

Dimensi smart environment pada 

Masterplan Smart City Kabupaten Magelang 

mencakup dasa ke 7 yakni lingkungan hidup 

dengan tujuan mewujudkan kualitas 

lingkungan hidup yang memadai dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Konservasi merupakan program 

unggulan daerah dalam pengelolaan 

lingkungan hidup salah satunya adalah 

melalui ProKlim. Jumlah kampung iklim 

yang ada di Kabupaten Magelang terus 

meningkat dari tahun 2017, seperti terlihat 

pada grafik berikut, 
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Gambar 3 Grafik Jumlah Kampung Iklim di 

Kabupaten Magelang 

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2020 

Penyelenggaraan ProKlim Desa 

Sambak mendasarkan atas Instruksi Bupati 

Magelang Nomor 2 Tahun 2019 kepada 

Kepala Desa dan Lurah, dan terdapat aspek 

keberlanjutan dalam peraturan tersebut 

dengan mewajibkan desa yang telah 

memperoleh ProKlim Utama untuk 

melakukan pembinaan minimal 10 

desa/kampung iklim baru. Program dan 

kegiatan Desa Sambak juga tertuang dalam 

dokumen perencanaan berupa Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) Sambak.  

Berikut merupakan pola hubungan 

atau diagram hasil persandingan yang 

memuat poin-poin penting terkait kebijakan 

smart environment dan resiliensi perubahan 

iklim. 

 

 
Gambar 4 Pola Hubungan/Diagram Kebijakan 

Smart Environment Berbasis Resiliensi 

Perubahan Iklim di Kab. Magelang 

Sumber: Analisis Penulis, 2022 

 

PEMBAHASAN 

Dalam misi Masterplan Smart City 

lebih ditekankan nilai berkelanjutan dari tata 

kelola lingkungan hidup, yang berarti harus 

memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup. Dengan 

menyertakan nilai berkelanjutan 

mengindikasikan bahwa terdapat komitmen 

untuk mengelola sumber daya alam di 

Kabupaten Magelang dengan tidak 

melupakan kebutuhan untuk generasi masa 

datang. Wawasan dan kesadaran dibutuhkan 

untuk mewujudkan misi tersebut sehingga 

membawa implikasi pada upaya peningkatan 

kapasitas yang menjadi bagian dari 

ketangguhan suatu daerah.  Di dalam 

misi RPJMD sendiri juga diusung 

peningkatan daya saing daerah melalui 

potensi lokal dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan hidup yang 

mengindikasikan upaya Pemerintah 

Kabupaten untuk membangkitkan desa-desa 

untuk bisa meningkatkan kesejahteraan 

beriringan dengan pengelolaan lingkungan 

hidup. Hal tersebut sejalan dengan masih 

bergantungnya masyarakat Kabupaten 

Magelang pada sektor primer yang 

mendayagunakan sumber-sumber alam yang 

ada. Potensi lokal dapat menjadi strategi 

peningkatan resiliensi perubahan iklim. Di 

dalam misi Desa Sambak berupaya 

mengangkat apa yang ada di desa berupa 

potensi dan kelembagaan serta diiringi 

dengan aspek peningkatan kapasitas untuk 

mencapai cita-cita desa yang maju dan 

sejahtera salah satunya dari aspek lingkungan 

hidup. Misi tersebut merupakan bentuk 

resiliensi dalam tingkat lokal. Program smart 

environment adalah percepatan implementasi 

prioritas pembangunan Kabupaten Magelang 

terkait lingkungan hidup. Strategi dalam 

smart environment tidak secara langsung 

menyebutkan poin resiliensi perubahan 

iklim, namun mengarah ke dalam proses 

pembentukan resliensi tersebut, seperti 

optimalisasi penanganan sampah sampai 

ditingkat desa, pelibatan masyarakat dalam 

pengawasan lingkungan dan 

mengintegrasikan semua unsur yang 

bertanggung jawab terhadap keberlanjutan 

sumberdaya yang ada.  Sementara itu, dalam 

RPJMD program unggulan melalui 

konservasi menunjukkan adanya upaya 

resiliensi perubahan iklim. Prinsip konservasi 

dilakukan dengan mencakup 3 nilai di 

dalamnya yakni konservasi berupa 

penghijauan menanam tutupan lahan, 

konservasi untuk mitigasi bencana longsor 

dan konservasi yang bernilai ekonomi (S, 

DLH Kab. Magelang, 2022). Upaya 

konservasi dalam RPJMD dilakukan melalui 

program kampung iklim dan sekolah 

adiwiyata Desa Sambak melaksanakan 

program-program yang mendukung resiliensi 
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perubahan iklim dan smart city dalam bentuk 

pembangunan dan pembinaan.   

Dari persandingan terhadap landasan 

hukum yakni Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016, Instruksi Bupati Magelang 

Nomor 1 dan 2 Tahun 2019 didapatkan 

bahwa dalam kedua instruksi bupati tersebut 

terdapat dua poin yang sama terkait 

pembentukan kampung iklim serta 

pembinaan atau fasilitasi. Dalam instruksi 

kepada kepala desa terdapat upaya 

peningkatan kapasitas yang berkelanjutan 

(untuk ProKlim Utama). Peningkatan 

kapasitas lingkungan hidup juga 

dicantumkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 

2016. Dari ketiga peraturan tersebut terdapat 

satu pola yang sama yakni peningkatan 

pengetahuan, wawasan, pembinaan dalam 

hubungannya sebagai ketangguhan 

masyarakat terhadap perubahan iklim. Masih 

ada peluang lain untuk mencapai resiliensi 

yang dapat ditambahkan ke dalam peraturan 

daerah tersebut seperti pelibatan kolaborasi 

multipihak dan skema pendanaan alternatif.  

Desa Sambak di Kecamatan Kajoran 

telah melakukan serangkaian kegiatan 

resiliensi perubahan iklim sehingga 

mengantarkan desa meraih ProKlim Utama 

di tahun 2017 dan ProKlim Lestari di tahun 

2021. Resiliensi perubahan iklim Desa 

Sambak tercantum dalam misi desa yang 

ingin mewujudkan pembangunan desa yang 

partisipatif salah satunya dari aspek 

lingkungan hidup dengan meningkatkan 

SDM, meningkatkan kerja sama antar 

lembaga desa dan mengoptimalkan potensi 

desa dan diakomodir ke program dan 

kegiatan dalam bentuk pembinaan dan 

pembangunan. Meskipun belum ada Rencana 

Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 

Kab. Magelang, namun Desa Sambak telah 

melakukan aksi-aksi lokal dalam 

membangun ketangguhan perubahan iklim 

dan mendukung pembangunan smart city 

melalui dimensi smart environment 

(pengelolaan energi yang bertanggung jawab 

melalui pemanfaatan limbah menjadi 

biogas).  

Berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 

2 tahun 2019, disebutkan bahwa desa yang 

telah meraih ProKlim Utama wajib untuk 

membina minimal 10 desa kampung iklim. 

Oleh karena itu, sampai dengan tahun 2021 

Desa Sambak telah memiliki 15 desa binaan 

yang tersebar di Kecamatan Bandongan, 

Kecamatan Grabag, Kecamatan Salaman, 

Kecamatan Borobudur dan Kecamatan 

Kajoran. Dari desa binaan tersebut, 3 desa 

binaan telah mencapai ProKlim Utama dan 

12 desa binaan sebagai ProKlim Madya. 

Resiliensi sebagai transformasi yang 

dilakukan Desa Sambak membawa 

komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang 

untuk dapat memperluas skala resiliensi. 

Desa binaan menerapkan upaya peningkatan 

kapasitas adaptif melalui perencanaan dan 

pendampingan pelatihan untuk menjadi aksi 

kolektif di tiap desa dan dapat meningkat 

hingga kecamatan. Produksi pengetahuan 

perlu dilakukan secara berkesinambungan 

dan interaktif, serta dimanfaatkan secara 

proaktif agar menjadi bentuk pengelolaan 

pengetahuan partisipatif yang dapat 

menumbuhkan ketahanan masyarakat. Desa 

binaan dapat menghasilkan strategic 

leadership seperti yang diungkapkan oleh 

Norris et al. (2018), yang dibutuhkan untuk 

membangun resiliensi masyarakat melalui 

sistem pembelajaran partisipatif. Konsep 

smart city sendiri menurut Kemenkominfo 

berfokus pada pembangunan elemen manusia 

dengan pemanfaatan teknologi. Di 

Kabupaten Magelang perwujudan smart 

environment pada tingkat lokal masih belum 

berfokus pada pemanfaatan teknologi, namun 

teknologi menjadi unsur dalam mendorong 

masyarakat berfikir kreatif sehingga 

menghasilkan inovasi-inovasi. Desa Sambak 

memiliki inovasi berupa Smart ProKlim 

yakni sistem informasi Desa Sambak yang 

terdiri dari 7 aplikasi dan saat ini baru 1 

aplikasi yang berjalan. Smart ProKlim dapat 

membantu pemangku kepentingan dalam 

mengambil kebijakan serta melakukan 

monitoring kegiatan perubahan iklim. Di sisi 

lain, inovasi ini turut menjaga resiliensi 

perubahan iklim dalam masyarakat.  Sejalan 

dengan konsep smart city, resiliensi dari 

ProKlim dapat menjadi upaya berkelanjutan 

khususnya dalam perwujudan smart 

environment. Kabupaten Magelang memiliki 

wilayah administrasi yang luas sehingga 

harus mampu mengelola sumber daya 

alamnya dengan aksi kolektif di tingkat 

lokal. 

 



 

 

189 | P a g e  

 

Jurnal Sinar Manajemen  
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online) 

Artikel 2 
Volume 09, Nomor 02, Juli 2022 

  

Hana, Tri 

KESIMPULAN 

Kebijakan lingkungan hidup dan 

perubahan iklim Kabupaten Magelang 

tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 

dan Inbup Nomor 1 dan 2 Tahun 2019. 

Program smart environment merupakan 

percepatan prioritas pembangunan dasa ke 7 

lingkungan hidup yang tertuang dalam 

RPJMD Tahun 2019-2024.  Smart 

environment dan resiliensi perubahan iklim 

terdapat dalam aspek misi, isu strategis, 

program dan strategi di dokumen 

perencanaan berupa Masterplan Smart City 

dan RPJMD. Desa Sambak mengakomodir 

program dan kegiatan smart environment dan 

perubahan iklim dalam bentuk pembinaan 

dan pembangunan (RPJMDes Sambak). Desa 

Sambak memiliki inovasi berupa Smart 

ProKlim yang membantu pemangku 

kepentingan dalam melakukan monitoring 

dan menjaga resiliensi di dalam masyarakat. 

Pada akhirnya dibutuhkan aksi kolektif di 

tingkat lokal dalam perwujudan prioritas 

pembangunan Kabupaten Magelang.  

ProKlim dapat melahirkan resiliensi 

perubahan iklim serta smart environment. 

 

SARAN 

Penyelenggaraan ProKlim selama ini 

masih memedomani Inbup Nomor 1 dan 2 

Tahun 2019, akan lebih baik jika Pemkab 

Magelang juga mengakomodir kebijakan 

lingkungan hidup di dalam Perda terkait 

perubahan iklim dan pembangunan kapasitas 

melalui participatory knowledge 

management. Di dalam Perda Nomor 4 

Tahun 2016 diatur mengenai pendanaan 

lingkungan hidup, agar dapat efektif 

pelaksanaannya dapat disertakan instrumen 

lain ke dalamnya seperti skema pembiayaan 

alternatif. Hal tersebut juga selaras dengan 

prinsip pembangunan smart city dari 

Kemenkominfo. Organisasi Perangkat 

Daerah berperan dalam mengenalkan 

program smart environment kepada desa 

ProKlim sehingga mendorong munculnya 

inovasi dan integrasi aksi perubahan iklim 

dengan disertai pemanfaatan teknologi. 

Melalui desa binaan ProKlim yang paham 

akan program smart city khususnya smart 

environment tersebut dapat menjadi strategi 

Pemda dalam menguatkan literasi smart city 

dari bawah. Agar perencanaan dalam aksi 

lokal terkait perubahan iklim dapat lebih 

terarah dan sesuai prioritas pembangunan 

daerah, Pemkab Magelang juga perlu 

menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah 

Kaca. Dimensi smart environment di dalam 

Masterplan Smart City dapat direview 

kembali sesuai dengan karakteristik wilayah 

di Kabupaten Magelang. 
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